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1. Hakikat DPD Rl dalam Hukum dan
Konstitusi.

2. Peran DPR Rl dalam Menyerap Aspirasi
Masyarakat.

3. Urgensi dan Strategi Pengembangan
Kantor DPD RI di Daerah.

Alur Pembahasan

TIDAK NORMATIF, PROSEDURAL

tapi SUBSTANSIAL
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1| Hakikat DPD RI dalam Hukum dan

Konstitusi
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Hak DPD RI

Pasal 22D UUD 1945

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonom
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah.™*)
Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi
daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
nengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat
dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.™* )
Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai
: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu
kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.** )
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata
caranya diatur dalam undang-undang.**)

Tambahan: Pasal 22E UUD 1945
5) Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK;
6) Menerima hasil pemeriksaan keungan dari BPK untuk bahan membuat pertimbangan bagi DPR
tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.
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Kewajiban Anggota DPD RI

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan menaati peraturan perundang- undangan;

mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI;
mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok,
golongan, dan daerah;

menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
menaati tata tertib dan kode etik;

menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;

memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada

masyarakat di daerah yang diwakilinya.

denny@integritylawfirm.id



Fungsi Legislasi

Mengajukan RUU
Membahas RUU

Fungsi DPD RI

mﬂﬂﬂﬂﬂm

Fungsi Pertimbangan Fungsi Pengawasan

* Pengawasan atas
Memberikan pelaksanaan UU -

Pertimbangan kepada menyampaikan

- kepada DPR utk
DR te";".“t FEILUEL ditindak lanjuti
ISusun

Menerima hasil
pemeriksaan BPK
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Tujuan Kehadiran DPD RI

. Mewakili kepentingan daerah dan/atau rakyat daerah dalam
proses dan produk legislasi tingkat pusat;

. Sebagai jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan
kebijakan pembangunan daerah dan nasional;

. Perekat yang memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah
NKRI;

. Pengawal desentralisasi dan otonomi daerah;

. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota
BPK;

. Menerima hasil pemeriksaan keungan dari BPK untuk bahan
membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan
dengan APBN;

Sumber: Kerangka acuan Peer Review Optimalisasi Fungsi dan
Fungsi Pengawasan DPD R i
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Hakikat DPD DPD RI

. Perwakilan Rakyat
. Memperjuangkan Aspirasi Rakyat, khususnya
daerah

. Tulang punggung NKRI, masyarakat daerah,
propinsi

. Penyeimbang kepentingan politik sesaat di
parpol (DPR)

. Pengontrol Lembaga eksekutif di pusat dan
daerah

Sumber: Kerangka acuan Peer Review Optimalisasi Fungsi dan
Fungsi Pengawasan DPD R al—

denny@integritylawfirm.id



2| Peran DPD Rl dalam Menyerap

Aspirasi Masyarakat
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Permasalahan Saat Ini

Sinergitas Pusat dan Daerah yang Lemah

 Sinergi yang masih lemah
 Perlu sinkronisasi RKP dengan RKPD
dan APBN dengan APBD

Masih Lemahnya Peran Provinsi

Kabupaten/Kota sangat sering koordinasi

langsung dengan pusat

Fasilitator Lembaga Politik daerah sebagai
wujud check and balances

Lemahnya Monitoring dan Evaluasi _ _ .
Untuk memaksimalkan fungsi serap aspirasi,
e . . maka DPD mesti maksimal menjadi fasilitator
Monitoring dan Evaluasi yang masih antara lembaga politik daerah dan Pusat

lemah di daerah dengan masyarakat daerah

Sumber: Dr. Dadang Solihin
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TREN SAAT INI: SENTRALISASI -~

UU CIPTA KERJA — SPANNING OF INTEREST

KLASTER MINERBA Pasal 5 UU No 3/2020

KLASTER LINGKUNGAN HIDUP Pasal 63 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 82
ayat (1) dan (2)

KLASTER TATA RUANG Pasal 15, dan Pasal 34A

KLASTER KETENAGAKERJAAN Pasal 88

-

OTONOMI SETENGAH HATI

1] —
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- Tantangan Otonomi Daerah

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945
“Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pemqantuan”

PRINSIP OTONOMI DAERAH

T

Rene Seerden & Frits Stroink
“In a decentralized state, some power is delegated to public authorities or agencies
that have legal personality themselves and are not hierahchically subordinated to the
central authority. Thy are self governing”

denny@dennyindrayana.com

I m.
|
m.



- i

Peran DPD Rl untuk menyerap aspirasi <J ANTARA
secara langsung maupun tidak langsung oo oo oSt s s

FOKUS INFOGRAFIK FOTO VIDEO TEKNO OTOMOTIF WARTABUMI KARKHAS ANTIHOAX  ANTARA INTERAK

La Nyalla janji perkuat kolaborasi DPD
dan pengusaha daerah

Penyerapan aspirasi secara langsung:
 Dialog tatap muka ke daerah masyarakat
° Seminar atau |Okakarya HOME POLITIK HUKUM EKONOMI ¥ METRO ~ SEPAKBOLA ~ OLAHRAGA ¥ HUMANIORA LIFESTYLE HIBUR

FOKUS INFOGRAFIK FOTO VIDEO TEKNO OTOMOTIF WARTABUMI KARKHAS ANTIHOAX  ANTARA INTERAKTIF |

» Membuat Posko dan Tim serap aspirasi di Kantor DPD.

DPD usulkan 10 RUU masuk Prolegnas

. 2020
Penyerapan secara tidak langsung: ,
 Konsultasi dengan pemerintahan lokal d Home Berita Jabodetabok Intomasional detikX Kolom Glak Blakan ProKonira
 Penolakan terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat JlT e DR e
« Menampung aspirasi yang belum/sudah disampaikan kepada dedines > perts
DPRD/Pemda untuk mengusahakan perwujudannya. LaNyalla Sebut Usulan Tunda Pemilu Bisa

Picu Revolusi Sosial

d Home Berita Jabodetabek Internasional detikX Kolom Blak Blakan Pro Kontra

Dengan demikian maka DPD RI dapat menjadi T
Ujung Tombak - Pembuka kran - Jembatan Penghubung sotson i

Ketua DPD Harap Tak Ada Penggusuran
Lahan Rakyat di IKN Nusantara

Mega Putra Ratya - detikMNews

denny@integritylawfirm.id 13—



Aksi DPD RI sebagai tameng pelindung

kepentingan dan hak masyarakat

@ihunne\rsm \ Q o

Komite I DPD RI: Negara Perlu
Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

BAP DPD Rl memediasi PT Sawa dan
masyarakat adat Modang Long Wai

Kepentingan masyarakat yang bervariasi membutuhkan
kehadiran langsung DPD

Tidak adanya kepentingan partai, menjadikan DPD
lebih mudah dipercaya dan dekat dengan
masyarakat.

Kebijakan Pemerintah yang merugikan masyarakat
daerah harus ditentang langsung dan pertama kali oleh o 24

DPD. e e
Membawa ketentraman dan ketenangan di masyarakat _ S e pesorta s e

daerah.

Ketua DPD Minta P intah Jami N :
etua ] inta Femerintan Jamin Ungkit Big Data, Ketua DPD Ingatkan Potensi
Kesejahteraan Masyarakat Adat
Dukungan IKN Nusantara Menurun

EEEEE r: Content Writer

Angga Laraspati - detikNews

Tim detikeom - detikNews
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PELUANG MENYERAP ASPIRASI

1. Kebuntuan penyerapan aspirasi
2. Daerah lebih menjadi “sapi perah” dieksploitasi
kekayaan alamnya, tapi tidak menyejahterakan

rakyatnya.

1 Resentralisasi Minerba, jangan hanya
memindahkan korupsi atau prebutan fasilitas
oligarki

Sumber: Kerangka acuan Peer Review Optimalisasi Fungsi dan
Fungsi Pengawasan DPD R 15—
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3| Strategi Pengembangan kantor DPD Rl di daerah
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Eksistensi Kantor DPD Rl

Pasal 252 UU MD3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4
(empat) orang.

Jumlah anggota DPD tidak lebih dar 1/3 (satu per tiga)
jumlah anggota DPR.

Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan
Presiden.

Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili
di daerah pemilihannya dan meémplunyai kantor di ibu
kota provinsi daerah pemilihannya.

Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan
berakhir pada saat anggota DPD wvyang baru
mengucapkan sumpah/janji.

Eksistensi Kantor DPD di Ibukota Provinsi adalah

 keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus
memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses
pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan

langsung dengan kepentingan daerah.

» Mencegah pengambilan keputusan yang sentralistik
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Tugas dan Fungsi Kantor DPD RI

Tugas Kantor DPD di Ibukota Provinsi:
* Menyelenggarakan Pelaksanaan Dukungan Administrasi dan Keahlian kepada
DPD RI di Daerah Pemilihan.

Fungsi Kantor DPD di Ibukota Provinsi:

« Pelayanan teknik dan persidangan serta keprotokolan

» Kehumasan, data aspirasi masyarakat dan daerah, pemberitaan, data base dan
multimedia

« Perencanaan dan keuangan

» Kepegawaian, tata persuratan, arsip dan dokumentasi

« Kerumahtanggan dan pengamanan

 Koordinasi dukungan keahlian

« Penyusunan laporan kegiatan

Amanah Perubahan UU MD3:
» Supporting system bagi anggota DPD RI dalam pemantauan dan evaluasi
Rancangan Perda dan Perda

denny@integritylawfirm.id
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Tantangan dan Peluang DPD

TANTANGAN PELUANG

Weak Kuatkan Personal
Bicameralism dan Moral
Legislasi Menyerap Aspirasi
Pengawasan Penyeimbang
Lemah Kontrol
Politik Politik Jujur dan

Transaksional Bersih

denny@integritylawfirm.id
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Peluang DPD MENJADI WAKIL

RAKYAT SESUNGGUHNYA

Representasi Tidak Berjarak

Menghilangkan kepentingan politik
jangka pendek yang koruptif

Muncul membawa aspirasi masyarakat
vang sesungguhnya

Mendorong isu-isu strategis antikorupsi
Menjadi Sparing Partner DPD - Parpol
(Kantor DPD-sebagai Centre of
Anticorruption di daerah)

denny@integritylawfirm.id
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Mengangkat Isu Strategis

Kaukus DPD Antikorupsi

Menolak tegas pelemahan Pemberantasan
Korupsi

Menguji Presidential Threshold
Menolak Pembatalan Pemilu

Kuatkan PR dan Humas

denny@integritylawfirm.id
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